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MOTTO : 

 

 

 

 

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi 

neraca itu” 

 

(HA. Mukti Ali) 1

                                                           
1 HA. Mukti Ali, 1993, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: PT. Bumi Restu, Ar. Rahman 
hlm.885 
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RINGKASAN 

 Perlindungan TKI oleh Kementerian Luar negeri Indonesia diwakili oleh 

Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia. Dengan Mengacu pada pedoman 

normatif sebagaimana ditentukan dalam undang- undang No.  37 tahun 1999  

tentang Hubungan Luar negeri dan KEPMENLU- RI No. 05/OT/II/2002/01 

tentang organisasi dan tata kerja Departemen Luar Negeri Bagian VI Pasal 943, 

telah dibentuk  Direktorat Perlindungan warga Negara Indonesia (WNI) dan 

Badan Hukum Indonesia (BHI) , yang Bertugas untuk mengurus masalah 

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan dan bantuan hukum 

kepada Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia.2 

 Dibentuknya Direktorat Perlindungan WNI dan BHI di Departemen luar 

negeri (deplu), merupakan keinginan seluruh warga negara Indonesia. Direktorat 

Perlindungan WNI dan BHI mempunyai tugas pokok untuk melindungi WNI dan 

BHI di luar negeri yang meliputi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), profesional, 

mahsiswa, bisnisman, wisatawan, dan keagamaan/ misionaris. Sementara itu, 

yang dikategorikan BHI di luar negeri adalah Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), PT, dan Perusahaan- perusahaan swasta Indonesia yang berbentuk Joint 

Venture maupun membuka cabang di negara lain. 

Bagi Indonesia, sebagai salah satu negara pengirim TKI terbesar, upaya bagi 

perlindungan TKI sudah merupakan salah satu prioritas. Perlindungan terhadap 

TKI di luar negeri mempunyai dua faktor yang satu sam lainya saling 

mempengaruhi, yaitu: 

1. Faktor Internal 

 Faktor ini ada pada diri TKI  dalam menghadapi lingkungan 

pekerjaan yang akan mereka hadapi. Semakin pekerja mengetahui hak- 

hak yang seharusnya mereka miliki dengan cara mempertahankan hak- hak 

                                                           
2 Analisis yang lebih rinci mengenai topik ini , baca , Ferry Adamhar,” Permasalahan WNI baik 
TKI maupun TKI di Luar Negeri”, artikel dimuat dalam Indonesian Jurnal Of Internastional Law, 
Vol. 2 Nomor 4, Edisi Juli 2005,Hlm., 695-709. Baca pula Djoko Hardono, “Perlindungan Warga 
Negara Dalam Perbandingan”, dalam Indonesian Journal Of International Law, Volume 2 
Nomor 4, Edisi Juli 2005, Hlm ., 727- 747.  
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itu, semakin mudah untuk melindungi mereka dari hal- hal atau tindakan 

yang merugikan mereka. 

 

2. Faktor eksternal 

 Faktor ini adalah kondisi dan situasi yang memberikan 

perlindungan bagi para TKI tersebut. Bagaimanapun handalnya 

pelaksanaan diplomasi oleh perwakilan diplomatik di luar negeri, agar 

dapat efektif diperlukan posisi tawar yang riil yang didukung oleh kondisi 

dan situasi di dalam negeri yang kondusif. Kondisi inilah yang kini 

dihadapi oleh para diplomat Indonesia di luar negeri. Disatu pihak 

diplomat Indonesia berjuang untuk memberikan pelayanan dan 

perlindungan maksimal terhadap WNI/ TKI yang selalu pada posisi lemah. 

Namun di pihak lain TKI ilegal terus dikirim keluar negeri sehingga 

akumulasi perkara dan permasalahan seputar TKI ilegal tersebut semakin 

besar dan sulit dikendalikan. Baik oleh para diplomat Indonesia, maupun 

oleh aparat pemerintah di negara tempat para diplomat di akredetasi.3 

 

 Pemerintah sebagai rambu-rambu hukum sudah cukup banyak 

memberikan persyaratan yang ketat bagi penempatan seorang TKI. Misalnya 

PPTKIS (Pelaksana Penempatan TKI Swasta ) harus memiliki hal-hal sebagai 

berikut: 4 Dokumen legalitas usaha, job order dan recruitment agreement yang 

telah di-legalisasi oleh Perwakilan RI dan perjanjian kerjasama dengan agen di 

luar negeri. Selain itu, TKI sendiri harus memiliki jati diri yang jelas. Bukti dari 

keseriusan Pemerintah RI dalam masalah TKI ini bisa dilihat dari perangkat 

hukum yang dikeluarkan. selain Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang 

Penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar negeri, Presiden RI 

juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 sebagai wujud ke-

pedulian untuk melakukan reformasi sistem penempatan dan perlindungan TKI di 

                                                           
3 Ferry Adamhar, ibid., hlm.,701. 
4 Tri Susilowati, Perlindungan Hukum Tenaga Kerja hlm. 159  
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luar negeri. Dalam perkembangannya, UU Nomor 39 Tahun 2004 tidak dapat 

mengantisipasi persoalan TKI, dan bahkan mengandung kelemahan-kelemahan. 

Misalnya Pasal 35 tentang usia calon TKI, Pasal 51 tentang kelengkapan 

dokumen, Pasal 102, 103, 104 tentang ketentuan pidana, dan sebagainya. 

 Di Indonesia, sejak berlakunya UU No. 37 Tahun 1999 tentang hubungan 

luar negeri, maka masalah perlindungan WNI di luar negeri ini sudah diperhatikan 

dan dilaksanakan dengan baik. Hal itu terlihat dalam pasal 18 dan Pasal 24 yang 

menetukan bahwa Pemerintah Republik indonesia melindungi kepentingan warga 

negara atau badan hukum Indonesia yang menghadapi permasalahan hukum 

dengan perwakilan negara asing (maksud perwakilan negara asing disini adalah 

perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggotanya) di indonesia. 

Pemberian perlindungan seperti yang telah disampaikan tersebut dilakukan sesuai 

dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional ( pasal 18). Perlindungan 

kepentingan WNI, yang bekerja pada perwakilan asing atau badan hukum 

Indonesia , seperti perusahaan swasta, dilakukan sesuai kaidah- kaidah hukum 

atau kebiasaan internasional, antara lain dengan penggunaan sarana- sarana 

diplomatik. 

Pemerintah sebagai  wakil Negara  dalam pelaksana penempatan  TKI 

 senantiasa  dihujat  sebagai penyebab  lemahnya perlindungan  dan peningkatan 

kualitas TKI, karena  dianggap sebagai pelaku  pemalsuan dokumen dan 

sebagainya.  Dalam hal ini  semua pihak tidak mau melihat bahwa pemalsuan 

dokumen juga banyak dilakukan oleh TKI dan keluarganya . Tindakan ini 

 terpaksa  dilakukan karena hukum  Negara  seperti pembatasan usia  minimal 21 

 tahun oleh  UU Nomor 39 Tahun 2004, dianggap telah membatasi hak mereka 

 untuk bekerja  dan  mendapat  kehidupan layak. 

Bicara perlindungan  dan peningkatan kualitas TKI dalam Negeri , harus 

dilihat dari  sejumlah ketentuan yang  dibuat  pemerintah. Ketentuan TKI 

 diwajibkan  menjalani  tahapan proses  peningkatan kualitas dan perlindungan 

 dalam negeri  seperti   pemeriksaan Kesehatan, Paspor,  Asuransi  Pra 

pemberangkatan dan Asuransi pemberangkatan telah di ikuti  dan sepenuhnya 
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dibiayai dari  dana Negara  penempatan, bukan dana APBN.  Artinya Negara 

penempatan cukup koperatif terkait upaya peningkatan kualitas dan perlindungan 

TKI.  

Persoalan menjadi lain ketika muncul kasus siksaan terhadap TKI di luar 

negeri  oleh  majikannya seperti di Taiwan  misalnya, masyarakat begitu cepat 

bereaksi  dan menghujat suatu Negara tanpa melihat berbagai aspek lain. 

 Persoalan terjadinya penyiksaan sebenarnya bisa dikatakan konsekwensi  resiko 

yang relatif muncul di mana saja. Akan  Tetapi  atas desakan kebutuhan dan 

pendapatan yang lebih baik, animo menjadi TKI mengalahkan resiko. TKI telah 

mengambil jalan sendiri  dan  tidak melihat ada atau tidaknya kepedulian dari 

dalam Negeri  yang  menjamin perubahan nasib mereka.   

 Sebagian besar buruh migran bermasalah adalah mereka yang belum 

memiliki pengalaman kerja. Hal ini sangat mungkin berkaitan dengan kemampuan 

adaptasi yang bersangkutan di tempat baru , atau keterkaitan dengan pengalaman 

pertama mereka. Selain itu setiap orang dilarang menempatkan calon TKI pada 

jabatan dan tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai- nilai kemanusiaan 

serta peraturan perundang- undangan yang berlaku di indonesia maupun di negara 

tujuan. 5 

 

 
 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5
 Sutat dkk, Pendampingan Sosial Bagi calon Pekerjaan dan keluarganya di daerah asal, hlm 5 
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